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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 05 TAOUN 2003

TENTANG

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN
BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG
PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa dalam rangka terib penggunaan, pemakaian dan  pemelibaraan
kendaraan milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas dan
pembizyaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan kendaraan dinas dan hiava

exploilasi bagi kendaraan dimaksud ;

b. bahwa schubungan dengan butir a tersebut diatas, maka uniuk pedoman dan
tertily pelaksanaannya perlu mengatur dan menctapkan mengenai ketentian
pemakaian, pemeliharaan  dan  pembiayaan kendarsan dimaksud  dengan

Eeputusan Gubermur Lampung

I. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

I Lampung ;

2. Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Pemturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinah

dan Kewenangan Propinsi sehagai Daerah Clonomi ;

4, Peraturan Pemarimtah Nomor 105 Tehun 2000 1entang Pengelolaan dan

Pertanggung jawsban keuangan Daerah ;

5. Keputusan Presiden Momor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan

Kendaraan Perorangan Dinas ;

6. Peraturan Daergh  Propinsi Lampung Nomor 153 Tahun 2000 tentang
Orpganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daeral dan Sekretarial DPRD Propinsi

Lampung ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Momor 16 Tabhun 2000
Pembentukan Organisasi dan Tala Kega Lembaga Teknis Daerah Propinsi

Lampung ;

8 Peraluran Daerah Propinsi Lampung MNomor 17 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor | Tabuns 2003 tentang Penclapan
Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran

2003.

kan 1. Peraluran Menten Dalam Megeri Nomor 2 Tahun 1994 temang Pelaksanaan

APBD Jo. Peraturan Menterd Dalam Negeri Momor 2 Tahun 1996 ;

2. Keputusan Menteri Dalam Megeri Momor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah |

3. Keputusan Menteri Kevangan Nomor 2 15/KME/DL 1/ 1983 tentang Tata Cara

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN
PEMAKALAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK
DAERAH UNTUK EEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBERBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMIA
DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2003,

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
I [Dacrah adalab Propinsi Lampung,
2. Pemenntzh Daerah Pemerintah Propinsi Lampugg.
3. Gubemnur adalah Gubernur Lampung.
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor milik Daerah / Eks Pusal
yang dipergunakan oleh Pemerinlah Propinsi Lampung,
Pasal 2

(1} Jumlah dan jenis kendaraan bermotor milik Daerah vang digunakan untuk
kepentingan dinas dah pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003
sebapaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini,

{2) Rincian biaya ecksploitasi kendaraan dimaksud aval (1) Keputusan ini,
sebagaimana tercantuim dalam lampiran 11 Keputusan ini.

Pasal 3

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal | butir d Keputusan ini, adalah
kendaraan bermotor Dinas sebhagaimana dimaksud *Pazal 1 avar (2) Keputusan
Menteri Keuangan Momor : 215/ KMESO /1943 yaitu :

a. Kendaraan alat jemput pegawai yakni kendaraan jenis penumpang sesuai
dengan ketentuan yvang berlaku |
b. Kendaraan Operasional yaitu ;
1. Kendaraan khusus bukan penumpang ;
2. Kendaraan vang bergerak atas perintah.
Pasal 4
Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini,
adalah :
a, Kendaraan antar jempul pegawai |

1. Kendaraan jenis Bus ;
2. Kendaraan jenis Minibus,



b. Kendaraan Operasional :
1. Kendaraan khusus bukan penumpang
= Kendaraan jenis Truck |
- Kendaraan jenis Pick Up,
2. Kendaraan yang bergerak atas perintah |
- Kendaraan jenis Jeep ;
- Kendaraan jenis Sedan.

Pasal 5

(1) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kepulusan ini, merupakan
kendaraan pool dan harus tetap berada di pool pada Dinas f Instansi yang
bersangkutan.

{2) Pemakaian kendaraan bermotor tersebut hanya atas perintah dan persetujuan
Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab kendaraan pool,

Pasal 6

{1} Biaya Exploitasi, perawatan / pemelibaraan dan Registrasi serta biaya lainnya
ditetapkan sebagai berikut

a. Untuk kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil
Gubernur Pejabat Eselon [ dan 11 dilingkungan Pemerintah Propinsi
Lampung serta kendaraan Pool dilingkungan Sekretariat Dacrah Propinsi
Lampung sepenuhnya dibiavai oleh APBD Propinsi Lampung Tahun
Anpggaran 2003 ;

b. Untuk Kendaraan Dinas Pool vang dipergunakan oleh Dinas / Badan /
Satuan Unit Kerja jenis Bus, Truck dan Pick Up dibiayai oleh APBRD
Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2003, sedangkan uniuk kendaraan
dinas lainnya hanya ditanggung bahan bakar, Oli dan Registrasi saja,

¢. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur dan
Sekretaris Daerah Propinsi Lampung dapat mengpgunakan Ban Mobil BS
Imports, Oli Imports dan bahan bakar Premix ;

d. Untuk kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris  Daerah Propinsi
Lampung, Assislen Sekretaris Dnerah Propinsi Lampung dan kendaraan
pool [/ operasional dapat diberikan baban bakar tambahan yang
ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubemnur,

{2) Biaya dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah biaya maksimal dalam | {=atu}
Tahun Anggaran,

Pasal 7

Pelaksanaan diluar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Keputusan
ini, harus dengan persetitjuan Gubernur,

Pasal 8

(1} Sctinp Kepala Dinas / Instansi ditunjuk sebagai pejabal yang bertangeung
Jawab dalam pengelolaan kendaraan dinas pool sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan imi dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala
kepada (iubernur Lampung Cq. Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat
Dacrah Propinsi Lampung,



{2) Laporan penggunaan dana perbaikan dan perawatan kendaraan dinas per-digit
wajib disampaikan dalam setiap akhir triwulan dajam tahun berjalan dan
laporan jumlah penggunaan biaya seluruhnya pada Tahun Anggaran 2003 ini,
wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2003,

Paza] 9

Keputusan ini mulai berjaku sejak tanggal 2 Januar 2003 sampai dengan 31
Desember 2003, dengan kelentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebapaimana
mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 5§ Mapet 2003

AN. GUBERNIUR LAMPUNG
SEERETARIS DAERAH PROPINSI,

dio

Drs. HERWAN AHMAD
Pemhina Thama
Mip. 460004632



